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PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLI K INDONESIA 
NOMOR 561/MEN. KES/PER/X/1 981 

TENT ANG 
PEMBERIAN IZIN MENJALANKAN PEKERJAAN 
DAN IZIN PRAKTEK BAGI DOKTER SPESIALIS 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa praktek Dokter Spesialis merupakan suatu potensi 
dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat un
tuk menunjang pembangunan di bidang kesehatan; 

b. bahwa agar hal tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan 
selaras dan seras i dengan pertumbuhan dan pembangunan 
bidang kesehatan, perlu adanya penataran administratif 
yang memberikan kedudukan hukum bagi kegiatan tenaga 
profesi tersebut; 

c. bahwa untuk penataan administratif tersebut pada huruf b 
di atas dipandang perlu mengeluarkan peraturan Menteri 
Kesehatan yang mengatur tentang pemberian izin menjalan
kan pekerjaan dan izin praktek bagi Dokter Spesialis. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-po-
kok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja 
Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tam
bahan Lembaran Negara Nomor 2270); 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kese
hatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambah
an Lembaran Negara Nomor 2576); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pen
daftaran ljazah dan Pemberian lzin Menjalankan Pekerjaan 
Dokter, Dokter Gigi, Apoteker (Lembaran Negara Tahun 
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1964 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2691). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PE RATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDO
NESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN MENJALANKAN PE
KERJAAN DAN IZIN PRAKTEK BAG I DOKTER SPE
SIALIS. 

BAB 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
a. Surat lzin Dokter (SID) adalah izin yang dikeluarkan bagi Dokter Spesial is 

yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya di wilayah 
Negara Republik Indonesia; 

b. Surat lzin Praktek (SIP) adalah izin yang dikeluarkan bagi Dokter Spesialis 
yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang profesinya sebagai 
swasta perseorangan di samping tugas/fungsi lain pada Pemerintah atau 
unit pelayanan kesehatan swasta; 

c. Surat lzin Praktek (SIP) perseorangan semata-mata adalah izin yang dike
luarkan bagi Dokter Spesialis yang menjal ankan pekerjaan sesuai dengan 
profesinya sebagai swasta perseorangan semata-mata tanpa tugas pada Pe
merintah atau unit pelayanan kesehatan swasta. 

BAB 11 
PEMBERIAN SURAT IZIN DOKTER (SID) UNTUK MENJALANKAN 

PEKERJAAN BAGI DOKTER SPESIALIS DI WILAYAH NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA DAN PERSYARATANNYA 

Pasal 2 

Untuk memperoleh Surat lzin Dokter (SID) bagi Dokter Spesialis harus meng
ajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan c.q. Biro Kepegawaian Sekre
tariat Jenderal Departemen Kesehatan. 
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Pasal 3 

Kepada Dokter Spesialis yang telah memenuhi persyaratan baik kesehatan jas
mani dan rohani serta persyaratan lain yang ditentukan, ijazahnya tel ah didaf
tarkan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan 
dan telah ditentukan penempatannya baik oleh Departemen Kesehatan seba
gai Galon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun Departemen Pertahanan/ 
Keamanan, d iberikan Surat lzin Dokter Spesial is. 

Pasal 4 

Bagi Dokter Spesialis tamatan luar negeri, Surat lzin Dokter (SID) baru dapat 
diberikan setelah menyelesaikan adaptasi pada Fakultas Kedokteran di Indo
nesia yang ditentukan, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimak-
sud pada Pasal 2 dan 3. · 

BAB 111 
PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) UNTUK MENJALANKAN 

PEKERJAAN DOKTER SPESIALIS SELAKU SWASTA PERSEORANGAN 
DI SUATU TEMPAT DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DANPERSYARATANNYA 
Pasal 5 

Untuk memperoleh Surat lzin Praktek (SIP) selaku swasta perseorangan bagi 
Dokter Spesialis yang telah memiliki Surat lzin Dokter (SID) sebagaimana 
yang dimaksud pada Pasal 2 dan 3, harus mengajukan permohonan kepada 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. 

Pasal 6 

Surat lzin Praktek (SIP) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 dapat dibe· 
rikan, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia; 
b. berijazah dokter ; 
c. memiliki Surat lzin Dokter (SID) yang masih berlaku; 
d. berkelakuan baik yang dibukt ikan dengan surat keterangan dari Kepolisian 



-· • 
WARTAPERUNDANG-UNDANGAN -· 18 -

e. telah berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Si
pil, Anggota Korps Kesehatan ABRI dan Karyawan Swasta yang dibukti
kan dengan surat keputusan pengangkatan; 

f . mempunyai rekomendasi dari Dokabu/Dokodya/Kakandep; 

g. mempunyai rekomendasi dari ~li-f:!>'o~l!<J..rrfm~O:.t z1>r_j 
Pasal 7 

Dalam memberikan Surat lzin Praktek (SIP) sebagaimana yang dimaksud 
pada Pasal 5 perlu dipertimbangkan penunjukan tempat/lokasi maupun kota 
di mana izin tersebut akan dipergunakan atau pertimbangan lain berdasarkan 
azas pemerataan. 

BAB IV 
PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) PERSEORANGAN 

SEMATA-MATA UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN 
BAGI DOKTER SPESIALIS SELAKU SWASTA DI SUATU TEMPAT 

DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DANPERSYARATANNYA 

Pasal 8 

Untuk memperoleh Surat lzin Praktek (SIP) perseorangan semata-mata se
laku swasta bagi Dokter Spesial is yang telah memiliki Surat lzin Dokter (SID) 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, harus mengajukan permohonan 
kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kese
hatan Propi nsi setempat. 

Pasal 9 

Surat lzin Praktek (SIP) perseorangan semata-mata diperuntukkan bagi Dok
ter Spesialis yang telah bekerja pada Pemerintah dan atau menjalankan tugas 
Pemerintah sekurang-kurangnya 15 (limabelas) tahun telah berhenti dengan 
hormat dari dinas Pemerintah. 

Pasal 10 

Surat lzin Praktek (SIP) perseorangan semata-mata sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 9 untuk semua kota di Pulau Jawa dan lbukota Propinsi di luar Pu
lau Jawa, 
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Pasal 11 

Bagi Dokter Spesialis yang telah bekerja pada Pernerintah dan atau rnenjalan· 
kan tugas Pernerintah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun telah berhenti 
dengan horrnat dari dinas Pernerintah, dapat diberikan Surat lzin Praktek 
(SIP) perseorangan sernata-rnata bagi Dokter Spesial is pada kota-kota di Juar 
ibukota Propinsi di luar Pulau Jawa. 

Pasal 12 

Surat lzin Praktek (SIP) perseorangan sernata-rnata sebagairnana yang dirnak
sud pada Pasal 9 dapat diberikan, apabila telah rnernenuhi syarat-syarat seba
gai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia; . 
b. berijazah dokter; 
c. rnerniliki Surat lzin Dokter (SID) yang rnasih berlaku; 
d. berbadan sehat (dengan surat keterangan dokter); 
e. telah rnengabdi pada Pernerintah seperti dirnaksud pada Pasal 9 dan 11; 
f , berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian; 
g. rnernpunyai rekornendasi dari Kakanwil/Kakandep/Dokodya/Dokabu; . , /. ,.. I 
h. rnernpunyai rekornendasi dari JilersatuaA· lkatan Dokter Ah&.- rniJ() f7 es l"z ~ .IJZj 

BAB V 
PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN 

SURAT LZIN DOKTER, SURAT IZIN PRAKTEK (SIP), 
SURAT IZIN PRAKTEK SELAKU SWASTA PERSEORANGAN 

SEMATA-MATA DAN MASA BERLAKUNYA 
Pasal 13 

(1) Pejabat yang berwenang rnengeluarkan/rnenandatangani surat-surat izin 
tersebut adalah: 

a. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departernen Kesehatan 
bagi Surat lzin Dokter (SID); 

b. Kepala Kantor Wilayah Departernen Kesehatan Propinsi, bagi Surat 
lz in Praktek (SIP) selaku swasta perseorangan; 
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c. Menteri Kesehatan bagi Surat lzin Praktek (SIP) perseorangan semata· 

mat a. 

(2) Masa berlakunya Surat lzin tersebut pada ayat ( 1) huruf a dan c untuk 
selama 5 (l ima) tahun, dan dapat diperbaharui setiap kalinya dengan 
mengajukan permohonan kembali, sepanjang memenuhi persyaratan yang 
telah ditentukan dalam Peraturan ini. 

(3) Masa berlaku Surat lzin tersebut ayat ( 1) huruf b untuk selama 3 (tiga) 
tahun dan dapat diperbaharui setiap kalinya dengan mengajukan permo· 
honan kembali , sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 
dalam Peraturan ini. 

BAB VI 
HAL-HAL LAIN 

Pasal 14 

Khusus bagi Surat lzin Praktek (SIP) Dokter Spesialis selaku swasta perse· 
orangan di samping tugas atau fungsi lain, tata cara pengajuan permohonan 
dapat diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah De
partemen Kesehatan Propinsi. 

Pasal 15 

(1) Apabila seorang Dokter Spesialis berhalangan praktek, maka dapat digan
tikan oleh Dokter Spesialis yang lain yang telah mempunyai Surat lzin 
Dokter (SID). 

(2) Dokter Spesialis yang berhalangan sebagaimana d imaksud ayat ( 1) harus 
memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Departe
men Kesehatan Propinsi/Kakandep dengan menyebutkan nama dokter 
penggantinya dan untuk berapa lama. 

BAB V 11 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan ini, maka semua pemberian 
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izin baik Surat lzin Dokter (SID). Surat lzin Praktek (SIP) Dokter Spesialis 
selaku swasta perseorangan maupun Surat lzin Praktek (SIP) perseorangan se
mata-mata harus disesuaikan dengan Peraturan ini selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan. 

Pasal 17 

Bagi Dokter Spesialis yang telah memperoleh Surat lzin Praktek (SIP) perse
orangan semata-mata sebelum Peraturan ini dikeluarkan sedangkan persyarat
an untuk memperoleh izin dimaksud pada Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Men
teri Kesehatan ini belum terpenuhi, dapat diperbaharui izin prakteknya pada 
tempat semula, jika izin praktek yang lama sudah habis masa berlakunya. 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik 
Indonesia. 

D itetapkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Oktober 1981. 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

tertanda 

Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT 


